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Pemkot Bekasi Genjot PAD buat tutupi Defisit

Mediaindonesia.com

Pemerintah Kota Bekasi tengah mengejar target perolehan pendapatan daerah 2018
sebesar Rp5,3 triliun hingga akhir tahun. Sementara itu, perolehan pendapatan asli daerah (PAD)
2018 baru mencapai Rp3.099.349.078.610, atau sekitar 57,54%."Kami sedang berupaya
memenuhi pencapaian target PAD, salah satunya verifikasi dan penagihan piutang," ungkap
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda di Bekasi, kemarin.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp5,3 triliun. Itu
didapat dari PAD sebesar Rp2,4 triliun, dana perimbangan sebesar Rp1,6 triliun, dan pendapatan
lain-lain sebesar Rp1,2 triliun.Aan mengaku saat ini beberapa verifikasi serta penagihan
dilakukan di beberapa sektor pajak potensial, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak
hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak hiburan. Pemkot
Bekasi masih harus mengejar Rp2,2 triliun untuk mencapai target tersebut.Ia menilai terlalu
prematur jika keuangan Kota Bekasi disebut mengalami defisit. Sebaliknya, ia optimistis di sisa
waktu tiga bulan ini bisa meraih target PAD."Anggaran dikatakan defisit jika jumlah pendapatan
lebih kecil dari pada jumlah belanja pada akhir tahun anggaran," tandas dia.

Salah satu terobosan yang akan dilakukan pihaknya, lanjut Aan, dengan menghapus
denda piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang
memiliki tunggakan mulai 2018 ke bawah.Ia menyampaikan, target perolehan PBB 2018 ialah
sebesar Rp340 miliar. Saat ini realisasi perolehan target PBB ialah Rp274 miliar atau sekitar
86,7%.Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 terutang, kata Aan, dilakukan pada saat periode
program Penghapusan Sanksi administrasi. Masa penghapusan ialah selama 92 hari kalender
sejak 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018."Penghapusan sanksi administrasi PBB-
P2 diberikan terhadap seluruh tunggakan PBB P2 yang ada hingga tahun 2018," ujar Aan.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Karya Sukmajaya menambahkan, dengan
stimulus itu, wajib pajak hanya membayar pokok piutang pajak PBB-P2, sedangkan denda
administrasinya dihapuskan. "Wajib pajak tinggal bayar piutang pokok pajak PBB saja," tandas
dia.
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Sumber Berita:
1. Media Indonesia, Pemkot Bekasi Genjot PAD buat Tutupi Defisit, Selasa, 2 Oktober 2018,

hal. 10;

Catatan:
1. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah Pasal 1 Angka 18)

2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertimbangan (Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah)

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah(Pasal 1 Angka 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah)

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah)


